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ABSTRACT

Indonesia has very diverse natural resources, especially the abundant forest
wealth. But in reality, forest wealth is declining due to deforestation. This
contradicts Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic
of Indonesia which states that people need to fulfil their right to a good and
healthy environment. The research was conducted using normative juridical
method through statutory, case study and conceptual approaches that
produced qualitative data through literature study. This research found the fact
that there is no regulation that discusses the implementation of Nationally
Determined Contributions (NDC) in Indonesia and there are still many cases
of criminalisation due to deforestation cases. Therefore, it is necessary to
embody the NDC in the Anti-SLAPP regulation to realise Zero Deforestation-
based forest protection in Indonesia.

Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat beragam terutama pada
hasil kekayaan hutan yang melimpah. Namun pada kenyataannya, kekayaan
hutan menjadi menurun akibat dari kasus deforestrasi. Hal ini bertentangan
dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan pemenuhan
hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Penelitian dilaksanakan dengan
metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, studi kasus
dan konseptual yang menghasilkan data kualitatif melalui studi kepustakaan.
Penelitian ini menemukan fakta bahwa belum adanya peraturan yang
membahas mengenai implementasi Nationally Determined Contributions
(NDC) di Indonesia dan masih banyaknya kasus kriminalisasi akibat kasus
deforestrasi. Oleh karena itu, diperlukan pengejawantahan NDC dalam
pengaturan Anti-SLAPP untuk mewujudkan perlindungan hutan berbasis Zero
Deforestation di Indonesia.

Kata Kunci: Anti-SLAPP, Deforestrasi, Nationally Determined Contributions.

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2011, menurut data dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
menyebutkan bahwa Indonesia memiliki jumlah hutan sekitar 99,6 juta hektar. Namun,
seiring perkembangan jaman kekayaan hutan di Indonesia menjadi menurun karena
banyaknya kasus deforestrasi yang menyebabkan jumlah hutan menjadi menurun setiap
tahunnya. Negara Indonesia sebagai penghasil dari gas rumah kaca dengan jumlah yang
banyak, dimana deforestrasi terjadi pada pulau Sumartera sebesar 47% dan pulau
Kalimantan sebesar 40%.(Austin et al., 2019)
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Dampak dari kasus deforestrasi tersebut dapat menimbulkan krisis iklim karena
hutan sebagai tempat penyimpanan oksigen dan daur ulang karbondioksida bagi
kehidupan manusia. Hutan membuat manusia mendapatkan udara yang bersih dan
menimbulkan berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh deforestrasi. Hal tersebut
bertentangan dengan norma dasar tertinggi di Indonesia, yang menyebutkan bahwa
manusia memiliki hak atas lingkungan baik dan sehat, dimana dalam hal ini diatur pada
Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI Tahun 1945).

Pada kasus deforestrasi yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah dan
masyarakat untuk melakukan aksi pada penurunan emisi yang diakibatkan oleh
deforestrasi. Kemudian, Indonesia menindak lanjuti komitmen pada Paris Agreement
yang menerbitkan sebuah dokumen bernama Nationally Determined Contribution
(NDC) yang menjabarkan upaya dan komitmen penurunan emisi melalui adaptasi
perubahan iklim dan aksi mitigasi lainnya. Kebijakan ini dijalankan dengan
berpandangan pada konsep pengelolaan hutan melalui progam perhutanan sosial.
Program ini merupakan upaya untuk mengatasi perubahan iklim yang melibatkan
partisipasi dari masyarakat dan komunitas masyarakat lainnya. Akan tetapi, progam ini
belum didukung oleh aturan pendukung yang menjadikan progam perhutanan sosial ini
dapat sejalan dengan target perubahan iklim yang telah ditetapkan dalam NDC.
(Tacconi et al., 2019)

Perhutanan sosial telah diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, tetapi peraturan ini tidak
menjelaskan hubungan program perhutanan sosial dengan komitmen penurunan emisi
gas, serta tidak sejalan dengan NDC karena tidak menjabarkan secara jelas mengenai
komitmen penurunan emisi gas. Lebih lanjut, peraturan lainnya yang mewujudkan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan terhadap tindakan kasus deforestrasi ini
diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut merupakan bentuk Anti-Strategic
Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) yang menjadi aksi masyarakat
dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan publik yang sesuai dengan
penanggulangan lingkungan hidup.(Priyatno et al., 2023) Namun peraturan Anti-SLAPP
masih menjadi kontroversi karena kurangnya pemahaman oleh penegak hukum
mengenai konsep perlindungan bagi korban yang mengalami dampak dari kerusakan
lingkungan sehingga aksi masyarakat terhadap perlindungan lingkungan menjadi
terabaikan.

Dengan adanya hal tersebut, perlu adanya kebijakan yang membuktikan bahwa
dukungan dari pemerintah saja tidak cukup dan memerlukan dukungan upaya dari
masyarakat untuk mendukung program Anti-SLAPP vyang berkaitan dengan
perlindungan hutan berbasis zero deforestation. Pemerintah perlu mempertimbangkan
kembali mengenai upaya tersebut dengan mengkaji ulang skenario NDC yang
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menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan akibat deforestrasi di
Indonesia. Berdasarkan berbagai macam permasalahan yang sudah dijabarkan, maka
dirumuskan untuk dilakukan penjabaran terkait Pengaturan dan Implementasi Anti-
SLAPP di Indonesia serta Pengejawantahan Nationally Determined Contributions
(NDC) dalam Pengaturan Anti-SLAPP guna Mewujudkan Perlindungan Hutan Berbasis
Zero Deforestation di Indonesia.

.METODE

Jenis penelitian dilaksanakan dengan metode hukum yuridis normatif. Soerjono
Soekanto menyatakan bahwa yuridis normatif dianggap sebagai penelitian hukum yang
dilaksanakan melalui pencarian bahan pustaka yang digunakan untuk bahan yang akan
diteliti.(Soekanto & Mamudji, 2009) Metode pemikiran yang digunakan dalam
penelitian adalah metode berpikir deduktif melalui penarikan terhadap suatu kesimpulan
yang dibuat dari umum ke khusus. Selain metode pemikiran, terdapat metode
pendekatan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu pendekatan undang-undang (statue
approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case
approach).(Peter Mahmud Marzuki, 2011) Pendekatan tersebut menghasilkan data
kualitatif yang dianalisis melalui studi kepustakaan.

.HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan dan Implementasi Anti-SLAPP di Indonesia

Anti-SLAPP dianggap sebagai perkembangan konsep lingkungan yang dibuat
terhadap meningkatnya kasus kriminalisasi dan gugatan terhadap masyarakat yang
menyampaikan keberatan dan pendapatnya terhadap pembangunan. Berdasarkan data
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia pada tahun 2018, menyatakan bahwa sebesar
32 orang mendapatkan kriminalisasi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Tindakan
kriminalisasi yang dilakukan berupa tuduhan, penyebaran, penghasutan dan
perusakan lingkungan hidup. Anti-SLAPP diciptakan di Indonesia berawal dari
konsep penanggulangan lingkungan hidup yang menggagas 2 (dua) alasan, seperti
pembungkaman masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan, dan
pelaporan terhadap masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan kepada seseorang
yang berwenang. Usulan para pembuat Anti-SLAPP yang diterapkan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UU PPLH). Pembuat peraturan
tersebut menyatakan bahwa Anti-SLAPP sebagai upaya perlindungan dalam
mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan baik sehingga gagasan Anti-SLAPP
diperuntukkan bagi pemerintah. (Sembiring, 2019)

Ketentuan Anti-SLAPP secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan
hukum bagi masyarakat yang membela lingkungan atas intimidasi terhadap hukum,
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sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU PPLH. Ketentuan Anti-SLAPP mempunyai
mekanisme yang mempunyai 4 (empat) dimensi secara fundamental, yaitu
mekanisme perlindungan masyarakat dalam partisipasi bincang umum, mekanisme
dissuasive terhadap pelapor/penggugat, mekanisme restoratif korban, dan mekanisme
perintah pelapor/penggugat guna memberikan keringanan terhadap korban. Namun
pada kenyataannya, keempat mekanisme Anti-SLAPP tidak terlaksana secara
menyeluruh di Indonesia, sehingga dalam prosesnya masih mempunyai kelemahan
secara substansi dan prosedur. (Handayani et al., 2022)

Kelemahan secara prosedur disebabkan oleh mekanisme yang belum dijelaskan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum acara, tetapi
diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/11/2013
tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Peraturan
ini menjelaskan pedoman bagi korban untuk mengajukan Anti-SLAPP dalam
pembelaan perkara yang dihadapi dan memberikan pedoman kepada hakim dalam
memutuskan putusan sela. Mekanisme ini menjadi langkah progresif dalam
mencegah dampak dari kriminalisasi. Selain kelemahan secara prosedur, ketentuan
Anti-SLAPP juga mempunyai kelemahan secara substantif yang terdapat pada
pembatasan perlindungan pada korban. Pembatasan ini telah menyempitkan arti
perlindungan bagi para korban, salah satunya pembela lingkungan terhadap kasus
deforestrasi. (Cetera, 2022)

Berdasarkan data Outlook pada 2021, dibuat Indonesian Center for
Enviromental Law (ICEL), menyatakan pada bulan Januari sampai April 2020
mempunyai kasus intimadasi terhadap lingkungan sebesar 22 kasus. Lebih lanjut,
pada bulan Agustus 2020 terjadi kasus Effendi Buhing sebagai Ketua Komunitas
Adat Dayak Laman Kinipan, dimana Effendi menolak pelaksanaan perluasan lahan
pada PT Sawit Mandiri Lestari di wilayah adatnya. Kasus tersebut menimbulkan
kekerasan berupa perampasan, serangan fisik, penangkapan, intimidasi dan
penangkapan. (Aulia et al.,, 2021) Kasus Anti-SLAPP juga terjadi di Negara
Australia, dimana konsep tersebut menjadi cikal bakal terbaru dalam
penanggulangan lingkungan hidup. Contoh kasus di Negara Australia, yaitu pada
kasus gugatan ganti rugi Guns yang ditunjukan atas dasar adanya gangguan terhadap
hubungan kontrak atau praktik perdagangan lain, dimana perusahaan kayu
mengajukan gugatan kepada 20 (dua puluh) aktivis lingkungan yang berusaha
melindungi hutan Tasmania. (Ogle, 2010)

Sejak berlakunya Anti-SLAPP ditemukan beberapa hasil ketidakpatuhan hukum
yang tidak menerapkan secara maksimal, sehingga berdampak pada penegakan dan
pemantauan hukum lingkungan. Pada peraturan Anti-SLAPP yang berlaku saat ini
mengalami kelemahan secara substansi dan prosedur yang menyebabkan lingkungan
tidak terlindungi dan tidak dikelola dengan baik karena banyaknya tuntutan oleh para
pelapor/penggugat yang mengakibatkan kasus deforestrasi. Konsep Anti-SLAPP
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berguna untuk memonitoring adanya kerusakan terhadap lingkungan melalui
pelaporan dari masyarakat sekitar yang menandai adanya kasus, seperti
deforestrasi.(Ashenmiller & Norman, 2011) Pengaturan yang berlaku saat ini belum
terlaksana secara optimal dan maksimal dalam mewujudkan zero deforestation
sehingga dibutuhkan pengejawantahan terhadap pengaturan Anti-SLAPP dengan
penerapan komitmen Nationally Determined Contributions (NDC).

2. Sinergi NDC dan Anti-SLAPP dalam Perlindungan Hutan Berbasis Zero
Deforestation

Negara Indonesia mempunyai visi NDC 2030 yang digunakan untuk
mewujudkan ketahanan iklim sebagai bentuk strategi dan adaptasi dari pengurangan
risiko terhadap bencana secara komprehensif. Hal ini ditetapkan secara keberlanjutan
dan berhubungan dengan produksi pangan, sandang dan energi.(Schaufele, 2022)
Visi tersebut dapat terlaksana dengan mendukung adanya peningkatan dan
pemberdayaan layanan masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan
hidup. Negara Indonesia juga sudah berkomitmen dalam memajukan transformasi
secara jangka panjang melalui strategi ketahanan terhadap iklim dan pembangunan
rendah karbon. (LEWIS-SLAMMON, 2019)

Berdasarkan NDC Indonesia, mencatat 63% emisi yang terdapat pada kegiatan
deforestrasi hutan, serta 19% berasal dari kegiatan pertambangan. Hal ini
membuktikkan bahwa deforestrasi menjadi kasus yang sangat berkontribusi dalam
pengeluaran emisi sehingga menjadi permasalahan untuk menanggulangi terjadinya
deforestrasi. Deforestrasi yang terjadi di Indonesia banyak tejadi pada lahan gambut
dan hutan, menjadikan pemerintah dan negara mempunyai komitmen dalam
mencapai target untuk menurunkan emisi pada gas rumah kaca. (Panggabean, 2021)

Kontribusi NDC dibentuk berdasarkan persetujuan paris yang mewajibkan setiap
negara peserta untuk memberi kontribusinya dalam penurunan emisi. Pada periode
berikutnya, negara peserta akan membuktikkan peningkatan dari implementasi NDC
yang sedang dilaksanakan dengan tanggung jawab dan kemampuan setiap negara
peserta yang dilandasi dengan situasi yang berbeda dan teori keadilan.(Horowitz,
2016) Keragaman cakupan NDC ini akan merefleksikan setiap kebijakan, rencana,
target dan upaya negara peserta negara peserta untuk mengurangi emisi dan
mewujudkan zero deforestation. Lebih lanjut, dalam NDC juga merujuk pada strategi
atau upaya perkembangan emisi karbon secara jangka panjang dan pendekatan
ekonomi negara. (Oberthiir & Bodle, 2016)

Penerapan NDC yang didasarkan atas persetujuan paris dianggap sebagai sifat
hukum yang mempunyai peran bagi pengembangan dan pembangunan hukum
nasional. Menurut Sharaban mengemukakan bahwa NDC juga dianggap sebagai
suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu, bukan hanya menjadi kewajiban untuk
menghasilkan sesuatu. Para pihak yang berwenang dalam NDC mempunyai tugas
dalam melaksanakan upaya dan strategi yang menjadi kebalikannya dari
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menghasilkan suatu upaya dan strategi. (Zaman, 2015) Dengan adanya hal tersebut,
maka tidak adanya kewajiban secara hukum mengikat di persetujuan paris untuk
mewujudkan upaya substantif, tetapi mewujudkan upaya prosedural dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Jernnéds & Linnér, 2019)

Impelementasi NDC dilaksanakan atas prinsip pacta sund servanda, dimana
kewajiban peserta perjanjian melaksanakan maupun mematuhi komitmen dari
konsep NDC dengan itikad yang baik dalam memenuhi tujuan utama setiap negara.
Dasar kewajiban bagi pihak ini mengikat secara hukum dalam suatu persetujuan
negara secara berkedaulatan yang diatur dalam peraturan yang berkaitan dengan
subjek permasalahan dan berlaku saat ini, seperti permasalahan deforestrasi yang
berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewajiban prosedural dalam NDC diberikan kepada
para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan segala upaya terhadap penanganan
kasus deforestrasi. (Handl, 2002)

Indonesia sudah menerapkan beberapa peraturan yang membahas mitigasi atau
upaya terhadap pemulihan hutan dari kasus deforestrasi. Pada fakta saat ini,
kebijakan di Indonesia masih membuka peluang bagi kegiatan yang menghasilkan
karbon dan merusak lingkungan.(Yuliartini & Suwatno, 2022) Kebijakan tersebut
belum cukup baik dalam menangani kasus deforestrasi yang terjadi, sehingga
diperlukan suatu pengejawantahan Nationally Determined Contributions (NDC)
terhadap peraturan yang berkaitan dengan kasus deforestrasi, dimana peraturan
tersebut membutuhkan partisipasi dan bantuan masyarakat untuk mewujudkan zero
deforestation melalui peraturan Anti-SLAPP.

Menurut identifikasi dari NDC Indonesia mengemukakan bahwa Negara
Indonesia berencana mengalokasikan total dana dalam negeri sebesar Rp 55 miliar
pada semua sektor di periode tahun 2015 sampai 2019 yang berguna untuk
melaksanakan komitmen dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup pada
jangka waktu panjang. Namun pada kenyataannya, Indonesia belum
memprioritaskan kebijakan yang berfokus untuk menurunkan angka deforestrasi dan
menjaga ketahanan iklim. (Kissinger et al., 2019) Deforestrasi mempengaruhi
pertumbuhan tumbuhan dan menyebabkan suhu udara menjadi tinggi. Upaya untuk
menanggulangi deforestrasi, seperti penghijauan kembali dan upaya lainnya selaras
dengan prinsip NDC Indonesia, serta mendukung implementasi Anti-SLAPP untuk
mewujudkan keadilan bagi para pembela lingkungan terhadap kasus deforestrasi
yang disebabkan oleh pelaku. (Wahono et al., 2021) Strategi dalam prinsip NDC
terhadap implementasi Anti-SLAPP dapat diterapkan di Indonesia yang terbagi
menjadi 9 (sembilan) elemen strategi, yaitu: (Hamilton et al., 2021)

a. Pembangunan komitmen dan kepemilikan terhadap para pihak di suatu negara
dan luar pihak;
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b. Mengembangkan kerangka jaringan dan pelaksanaan dalam sektor komunikasi
untuk membangun koordinasi, sinergi dan institusi dalam implementasi NDC;

c. Mewujudkan lingkungan bersih dan sehat dalam bentuk suatu peraturan yang
terencana;

d. Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan pada sumber daya manusia;
e. Melaksanakan kebijakan mengenai gas rumah kaca;

f. Mengembangkan pedoman implementasi NDC; dan

g. Meningkatkan perencanaan kebijakan program NDC.

Beberapa elemen strategi tersebut memiliki indikator implementasi NDC
Indonesia yang terdiri dari fase persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan.
Pada saat penelitian ini dilaksanakna, maka dalam prosesnnya membutuhkan tahap
persiapan yang dapat ditargetkan mulai saat ini. (Sulistiawati, 2020)

D. SIMPULAN

Pada peraturan Anti-SLAPP yang berlaku saat ini mengalami kelemahan secara
substansi dan prosedur yang menyebabkan lingkungan tidak terlindungi dan tidak
dikelola dengan baik karena banyaknya tuntutan oleh para pelapor/penggugat yang
mengakibatkan kasus deforestrasi. Konsep Anti-SLAPP berguna untuk memonitoring
adanya kerusakan terhadap lingkungan melalui pelaporan dari masyarakat sekitar yang
menandai adanya kasus, seperti deforestrasi. Pada saat ini, kebijakan di Indonesia masih
membuka peluang bagi kegiatan yang menghasilkan karbon dan merusak lingkungan.
Kebijakan tersebut belum cukup baik dalam menangani kasus deforestrasi yang terjadi,
sehingga diperlukan suatu pengejawantahan Nationally Determined Contributions
(NDC) terhadap peraturan yang berkaitan dengan kasus deforestrasi, dimana peraturan
tersebut membutuhkan partisipasi dan bantuan masyarakat untuk mewujudkan zero
deforestation melalui peraturan Anti-SLAPP.
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